B fid ot ok &

l

{ ;xx

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENATAAN PEMILIKAN
TANAH MELALUI LANDREFORM DI DESA KRATON
KEGAMATAN KENCONG KABUPATEN J EMBER

SKRIPSI

|

3
4 Hadiah Klass
: s » FPembelian ) :
e rc: 25 FEB 04 | 70OY
Oleh| ; Vo Indux o M er
eh| : =1 .4 o

Poug_f«alo.u;,:_ a" !
Lukmana Setyawan Hlkit M Boe agin

NIM. 980710101068

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENATAAN PEMILIKAN
TANAH MELALUI LANDREFORM DI DESA KRATON
KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENATAAN PEMILIKAN
TANAH MELALUI LANDREFORM DI DESA KRATON
KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER

Oleh :

Luhmana Setvawan
NIM. 980710101068

Pembimbing :

I Ketut Suandra, S.H
Nip. 130 889 547

Pembantu Pembimbing :

Asmara Budi Dyvah Dharma Sutji, S.H
Nip. 130 808 987

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

1i


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

MOTTO

Membuat suatu undang-undang merupakan suatu pekerjaan yang
sangat mudah, akan tetapi yang terpenting ialah membuat
undang-undang yang dapat diterima oleh masyarakat.
(Van Vollenhoven,, Leiden, 1934: 23)

Sumber : Abdurrahman. 1978. Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam
Pembangunan Di Indonesia : 21.
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RINGKASAN

Dengan adanya pertambahan penduduk vang kian lama semakin
meningkat sedangkan luas tanah pertanian semakin menyempit, maka sudah
semestinya tanah yang ada diatur penggunaannya sedemikian rupa sehingga benar
— benar bermanfaat bagi masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu maka permasalahan yang dibahas dalam
skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan penataan pemilikan tanah melalui
redistribusi tanah kelebihan maksimal di Desa Kraton Kecamatan Kencong
Kabupaten Jember agar bisa berjalan efektif, bagiamanakah penguasaan pemilikan
tanah pertanian oleh keluarga di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten
Jember dan kendala-kendala apa yang di hadapi pada saat pelaksanaan penataan
pemilikan tanah melalui Landreform di Desa Kraton Kecamatan Kencong
Kabupaten Jember.

Metode vang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan
secara yuridis normatif, sedangkan analisa data yang digunakan dalam skripsi ini
adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Landasan teori yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
mengenai  pengertian pemilikan tanah, mengenai Landreform, batas-batas
pemilikan tanah serta pengertian Redistribusi tanah dan Absentee

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pasal 33
ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun
1960. Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dan Peraturan Pemerintah Nomor
224 Tahun 1961, L.N. Tahun 1961 Nomor 280 (T.L.N. 2322) tentang pelaksanaan
pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.

pelaksanaan penataan pemilikan tanah malalui redistribusi tanah kelebihan
di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, sudah berjalan sesuai
dengan yang diharapkan atau sudah berjalan efektif, hal ini tidak lain karena
adanya dukungan dari masyarkat khususnya dari para wajib lapor dan para petani
penggarap serta perangkat desa setempat

X1l
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Penguasaan pemilikan tanah pertanian yang dimiliki keluarga di Desa
Kraton Kecamatan Kencong kabupaten Jember sudah tidak ada yang melampaui
batas maksimal, karena sejak tahun 1962 sampai tahun 1967 telah dilaksanakan
pendataan dan tanah-tanah kelebihan telah selesai diredistribusikan.

Kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan penataan pemilikan
tanah pertanian melalui Landreform di Desa Kraton Kecamatan Kencong
Kabupaten Jember alasannya tidak lain karena rendahnya kesadaran hukum
masyarakat sendiri, disiplin tipis, sementara para aparat agraria yang bertugas
mengatasui persoalan ini diberbagai kabupaten juga amat terbatas. Selain itu juga

adanya penguasaan tanah secara absentee.

X111
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(Pt

L. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum tanah Barat mulai di berlakukan di Indonesia setelah kedatangan
Belanda tahun 1596. Dibawah V.O.C. (Verenigde of Oest Indische Compagnie),
Belanda memperkenalkan konsep monopoli dalam dunia perdagangan. Mereka
memakai hukum tanah mereka sendiri dan menggunakannya dalam sistim
penguasaan tanah dan meniadakan berlakunya Hukum Adat. Konsep monopoli ini
berakhir pada akhir abad ke-18.

Setelah kegagalan V.O.C.,Pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan
mercka di Indonesia. Gubernur Jendral Daendles yang terkenal dalam
mengembangkan kemajuan yang pesat di bidang pertanian,memperkenalkan
konsep tuan tanah dengan memperluas daerah pertanian serta menjual tanah
kepada kaum kapitalis (tuan tanah). Daendles juga memberi hak kepada tuan
tanah untuk mengatur/mengorganisir buruh untuk bekerja bagi keuntungan
pemerintah Belanda. Banyak tanah yang dianggap sebagai tanah pribadi dan milik
individu. Tanah seperti ini disebut Particuliere Landerijen atau tanah pertikulir.
Tanah ini berbeda dengan tanah pribadi lainnya, tidak hanya di sebabkan oleh luas
tanahnya tetapi juga disebabkan oleh hak-hak khusus yang disebut Landheerlijke
rechten (hak-hak pertuanan). Hak-hak ini memberikan wewenang khusus yang
menyamai wewenang pemerintah.

Tanah partikulir ini terdiri dari dua jenis tanah, yaitu

1. Tanah usaha (tanah partikulir dengan hak usaha) bagian dari tanah partikulir
yang tidak di kuasai langsung oleh tuan tanah, di mana diatasnya ada hak-hak
usaha rakyat.

%)

Tanah kongsi, sebagian dari tanah partikulir yang di kuasai langsung oleh
tuan tanah, di mana diatasnya tidak ada hak-hak usaha rakyat.

Namun demikian, disebabkan oleh kekuasaan tuan tanah yang sangat luas,
penggarap mengalami penderitaan yang sangat dan tanah-tanah partikulir itu
sendiri  merupakan  negara-negara  yang  kecil  didalam  daerah
koloni.(Hutagalung A S,1985:24)
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Indonesia, terutama kepulauan jawa kemudian diambil alih oleh Inggris
dari 1811 sampai 1816. Sir Stamford Rafles menerapkan konsep feodal dalam
melaksanakan kebijakansanaan di bidang tanah dan pertanian. Menurut teorinya,
vang berkuasa atas tanah adalah kaum bangsawan di Inggris (Lord) dan orang
biasa hanya dapat menjadi penyewanya (tenant).

Berdasarkan pada konsep diatas, Raffles memperkenalkan land rente.
Semua obyek yang memakai atau mengambil keuntungan dari tanah harus
membayar pajak kepada pemerintah Inggris. Pajak tanah tidak dikumpulkan
langsung dari para petani, tetapi melalui kepala kampung yang diberi kekuasaan
untuk menentukan harga sewa. Pada saat seorang petani tidak mau atau tidak
dapat memberi sisa pajak tersebut, kepala kampung mempunyai kekuasaan
mengambil alih dan menyita beberapa atau semua tanah dan memberikan tanah ini
kepada lainnya yang dapat membayar pajak. Banyak petani menderita selama
pelaksanaan Land rente ini terutama sekali di sebabkan adanya kekuasaan kepala
kampung yang tidak terbatas.

Inggris di taklukkan pada tahun 1816, dan Indonesia di kembalikan pada
kekuasaan Belanda. Dasar utama peraturan agraria adalah mencapai keuntungan
maksimum dari koloni (Hindia Belanda) untuk pemerintah Belanda. Pada tahun
1830, Gubernur Jendral Van den Bosch memperkenalkan kebijaksanaan baru di
bidang pertanian yang disebut culturstelsel. Gubernur Van den Bosch meniru teori
Raffles yang berdasarkan pada pemilikan yang ditetapkan atas tanah. Tujuan
utama culturstelsel, seorang petani tidak harus membayar pajak tanah, tetapi
hampir seperlima bagian dari tanahnya harus ditanami hasil-hasil terpilih yang
mempunyai pasaran baik di Belanda.

Peraturan ini dapat menghasilkan keuntungan besar bagi Belanda dan
mencukupi anggaran negara. Dilain pihak peraturan ini menimbulkan kekecewaan
yang mendalam pada kaum kapitalis di Indonesia, terutama sekali di Jawa. Untuk
mengamankan para pengusaha tersebut, pemerintah memperkenalkan

kebijaksanaan agraria baru, yang terkenal dengan nama Agrarische Wet.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Politik pertahanan Belanda di tuangkan dalam bentuk undang-undang

vang diciptakan pada tahun 1870 dan di kenal dengan nama Agrarische Wet yang
di tambahkan pada konstitusi 1854.
Tujuan pokok Agrarische Wet adalah memberi kesempatan kepada pihak swasta
untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda dan untuk melindungi hak-hak
rakyat setempat. Tetapi pada prakteknya, peraturan tersebut sangat tidak
menguntungkan bagi rakyat Indonesia asli. Ini disebabkan tanah yang dimiliki
oleh petani pribumi, baik dengan hak milik, hak pakai termasuk tanah-tanah
dengan hak ulayat masyrakat, hukum adat tidak terdaftar oleh karena itu
pemilikan tidak dapat dibuktikan. Semua tanah ini dianggab tanah milik negara.
Jadi, di satu pihak tujuannya melindungi rakyat asli, pada kenyataannya
Agrarische Wet ini juga menghapus hak-hak rakyat asli. Sebagai akibat peraturan
tersebut, kebanyakan tanah di Hindia Belanda di miliki oleh perusahaan swasta.
Petani, penduduk Indonesia asli, hanya dapat mengolah tanah sebagai buruh tani.
(Hutagalung.AS,1985:27)

Menyadari kondisi seperti terurai diatas, maka pada tanggal 24 September
1960 dikeluarkan/diundangkan/Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor 104) tentang Peraturan Dasar Pokok—Pokok Agraria
(selanjutnya disingkat UUPA). Hal ini mengakibatkan terjadinya perombakan
fundamental Hukum Agraria baru serta dihapuskannya dasar-dasar dan peraturan—
peraturan kolonial yang menyebabkan berlakunya dualisme hukum, yaitu
peraturan—peraturan yang bersumber pada Hukum Adat dan Hukum Barat, bagi
mereka yang tergolong sebagai golongan Bumi Putera, terhadapnya diberlakukan
Hukum Agraria yang bersumber pada Hukum Adat, sedangkan bagi golongan
selainnya diberlakukan ketentuan Hukum Agraria yang bersumber pada Hukum
Barat. Dalam Hukum Agraria Nasional selanjutnya hanya didasarkan atas satu
sistem hukum yaitu Hukum Adat sebagai Hukum Asli Indonesia (Jaya, LB,
1989:3).

Pengaturan tanah sebelum berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960,
di dalamnya terdapat ketimpangan-ketimpangan dan penyimpangan—

penyimpangan dalam segi pemilikan tanah. Terdapat jumlah minoritas yang
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memiliki tanah sedemikian luas yang disebut dengan tuan-tuan tanah., sedangkan
petani sebagai golongan mayoritas hanya memiliki tanah dalam jumlah sangat
terbatas, bahkan banyak yang sama sekali tidak memiliki tanah (buruh tani).
Dalam rangka mengatasi terjadinya ketimpangan-ketimpangan sebagaimana
disebutkan di atas, maka ditetapkanlah asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok
Landreform di Indonesia dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebagai
ketentuan induk Zandreform Indonesia. Pelaksanaan Landreform merupakan
kebutuhan dan keharusan yang tidak dapat dihindari guna mewujudkan keadilan
sosial dan demi pemanfaatan sebesar-besarnya dari tanah untuk kemakmuran
bersama (Jaya, 1. B, 1989 : 7).

Selama ini dalam masyarakat kita ada anggapan bahwa tanah sebagai
“bank™ yang paling aman untuk menyimpan uang adalah sesuatu hal yang wajar
dalam suatu negara yang sedang berkembang, akan tetapi berakibat
kecenderungan besar untuk mengumpulkan tanah di kalangan pemilik uang
(Bachsan, M. 1988 : 25). Perbuatan tersebut sebenarnya tidaklah menjadi
persoalan bila tidak dilakukan secara berlebihan dengan mengorbankan rakyat
kecil. Hal demikian menimbulkan jurang pemisah yang cukup dalam antara
pemilik uang yang berkeinginan untuk memiliki tanah yang sebesar—besarnya dari
golongan rakyat/petani kecil yang pada umumnya tidak mampu, sehingga
terpaksa untuk menyerahkan sebagian atau seluruh tanahnya kepada tuan tanah.
Akibatnya ada sekelompok dari anggota masyarakat yang menguasai dan
memiliki tanah secara berlebihan, sedangkan di lain pihak yang merupakan
golongan terbanyak anggota masyarakat terdiri dari rakyat dan petani kecil. Petani
kecil inilah yang hanya menguasai dan memiliki sedikit tanah dan bahkan tidak
mempunyai tanah sama sekali sehingga terpaksa harus menjadi buruh tani yang
bekerja pada tuan tanah, dengan penghasilan yang sangat minim sekali.

Adanya masalah yang sedemikian ini merupakan suatu hal yang sangat
ironis jika kita melihat dari kenyataan bahwa untuk itu telah ada suatu ketentuan
hukum yang mengatur tentang batas maksimal dan minimal seseorang atau sebuah
keluarga boleh memiliki tanah. Hal ini dapat kita lihat dalam konsiderans
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
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Agraria khususnya dalam memori penjelasan umum peraturan dasar Pokok—
Pokok Agraria angka II/7 : tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan
secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Agar supaya hal tersebut dapat diwujudkan,
maka perlu diadakan pelaksanaan penataan pemilikan tanah menyangkut
ketentuan batas maksimal dan minimal seseorang atau sebuah keluarga boleh
memiliki tanah, agar dapat dicegah tertumpuknya tanah di tangan golongan—
golongan tertentu saja. Sebab di samping petani yang tidak bertanah cukup, ada
Juga petani—petani yang menguasai tanah-tanah pertanian tidak dengan hak milik,
tapi dikuasai dengan hak gadai dan hak sewa. Juga perlu ada ketentuan tentang
batas minimal luas tanah yang harus dimiliki oleh orang tani, supaya ia mendapat
penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri maupun keluarga.

Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis hendak mengurai lebih
jauh mengenai penataan pemilikan tanah menyangkut ketentuan batas maksimal
dan minimal seseorang atau keluarga boleh memiliki tanah melalui Landreform,
khususnya menyangkut pelaksanaannya, dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi)
yang berjudul :

*“ ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENATAAN PEMILIKAN
TANAH MELALUI LANDREFORM DI DESA KRATON KECAMATAN
KENCONG KABUPATEN JEMBER ”.

1.2 Rumusan Masalah

Agar penulisan skripsi ini mencapai sasaran sesuai dengan yang
diharapkan, maka penyusun membuat suatu rumusan masalah sebagai bahan
pembahasan selanjutnya :

I. Bagaimanakah pelaksanaan penataan pemilikan tanah melalui redistribusi
tanah kelebihan maksimal di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten
Jember agar bisa berjalan efektif ?

2. Bagaimanakah penguasaan pemilikan tanah pertanian yang dimiliki keluarga

di  Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember ?
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3. Kendala-Kendala apa yang di hadapi pada saat pelaksanaan penataan
pemilikan tanah melalui Landreform di Desa Kraton Kecamatan Kencong

Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penulisan
Di dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang dapat
diklasifikasikan menjadi dua, vyaitu :

1.3.1  Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis, vaitu untuk memenuhi tugas dan
persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah di peroleh di
perkuliahan dan sumbangan pemikiran baik itu kepada pemerintah, praktisi
hukum, akademis dan masyarakat pada umumnya dalam bidang ilmu hukum.

3. Untuk menerapkan disiplin ilmu hukum vyang telah di peroleh, dalam
membantu mewujudkan masyarakat sehat, aman dan berkeadilan.

1.3.2  Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah -

I. Untuk mengetahui pelaksanaan penataan pemilikan tanah melalui redistribusi
di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

2. Untuk mengetahui bagaimana penguasaan pemilikan tanah oleh keluarga di
Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi pada saat pelaksanaan
penataan pemilikan tanah melalui Landreform di Desa Kraton Kecamatan

Kencong Kabupaten Jember.

1.4 Metode Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode dengan tujuan fenomena

tertentu. Hal ini dimaksudkan sebagai suatu cara untuk mendapat hasil penelitian
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yang optimal dan memenuhi validitas keilmiahan suatu penulisan skripsi. Adapun
metode yang digunakan sebagai berikut -
1.4.1 Pendekatan Masalah
Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis
normatif yaitu kajian terhadap permasalahan melalui pendekatan dengan
menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, vang ada hubungannya
dengan permasalahan yang di bahas (Soemitro,1998 - 10).
1.4.2 Sumber Data
Sumber data adalah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini supaya
dapat menerangkan suatu permasalahan yang obyektif. Di dalam penulisan skripsi
ini ada dua sumber data yang digunakan vaitu :
1. Sumber Data Primer
Adalah merupakan data yang tidak tertulis vaitu yang diperoleh
langsung melalui wawancara dengan pejabat yang berwenang dalam
memberikan keterangan yang diperlukan dan berkaitan dengan pokok
permasalahan yang akan dibahas, yaitu dengan Staf Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember, dengan Kepala Desa Kraton Kecamatan Kencong
Kabupaten Jember, serta kalangan akademis yang selama ini aktif terlibat
dalam masalah pertanahan.
2. Sumber Data Sekunder
Adalah sumber data yang merupakan sumber data yang tertulis yang
terdiri atas :
a. Peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi
skripsi.
b. Literatur-literatur yang dapat dijadikan landasan teori untuk penulisan
skripsi.
¢. Sumber data yang lain yang ada hubungannya dengan materi ini.
1.4.3 Pengumpulan Data
Merupakan cara untuk memperoleh data agar penulisan skripsi ini

mengandung kebenaran ilmiah, yaitu dengan cara :
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1. Studi Lapangan
Pengumpulan melalui studi lapangan dengan wawancara secara
langsung untuk memperoleh data yang valid dari pithak yang terkait yaitu
dengan staf Kantor Pertanahan Kabupaten Jember diantaranya : Bpk. Slamet
Junaidi, Bpk. Parmno, Bpk. Mudjito, dan dengan Kepala Desa Kraton
Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yaitu Bpk Edi winoto
2. Studi Literatur
Studi literatur ini digunakan untuk mencari konsepsi, teori, pendapat
ataupun penemuan-—penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan
(Soemitro, 1990 : 98). Studi literatur yang dilakukan dalam penulisan skripsi
ini dengan mengkaji peraturan perundang — undangan, dan buku literatur yang
berhubungan dengan skripsi.
1.4.4 Analisis Data
Dengan adanya data-data dan permasalahan vang akan dibahas maka
analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu : setelah
data terkumpul dari hasil penelitian lapangan maupun studi literatur atau
kepustakaan, selanjutnya dicari hubungannya dengan teori yang ada dan
dituangkan dalam uraian yang logis, sistematis dan yuridis. Sefain itu kemudian di
analisa untuk memperoleh kejelasan dan gambaran metode deduktif yaitu : suatu
pembahasan vyang diawali dari masalah yang umum untuk menuju pada
pembahasan masalah yang khusus yang merupakan kesimpulan sebagai inti dari

keseluruhan materi skripsi (Soemitro, 1990 : 98).
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| M AT Perpesaian
RVEIM XBER |

IL. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

1.2 Fakta

Fakta yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah fakta yang
penulis dapatkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Fakta ini dapat
menjadi landasan dalam membahas permasalahan yang telah ditentukan dalam
penulisan ini.

Berdasarkan berita acara sidang panitia pertimbangan pengaturan
penguasaan tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember. Nomor
01/BA.PPL/2000. Diperoleh data mengenai Surat Keputusan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 134 — VI - 1998 tgl 19 - 11 —
1998 Tentang Penegasan Tanah Negara Obyek Pengaturan Penguasaan
Tanah Landreform.

Dengan luas tanah  : + 34, 5616 Ha

Didesa : Kraton
Kecamatan : Kencong
Kabupaten : Jember
Propinsi :Jawa Timur.

Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
tanggal 23 — 06 — 1999 nomor 410. 35 — 7924 Perihal ijin meredistribusikan tanah
obyek Landreform yang menghasilkan luas kurang 0.5000 Ha di Desa Kraton
Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
Tanah dan para penggarapnya yang menjadi obyek redistribusi .
a. Tanahnya

I. Status : Tanah negara obyek pengaturan penguasaan tanah (Landreform)

bekas tanah negara GG (Gubernur General):

. Luas : +22, 3656 Ha (113 bidang) ;

(3]

3. Penggunaan tanah : Pertanian sawah :

4. Tanaman yang dominan : Padi dan palawija.
b. Petani penggarap tanah yang bersangkutan.

I. Jumlah penggarap : 105 petani penggarap :
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2. Tempat tinggal : Desa Kraton Kecamatan Kencong.
3. Mata pencaharian : Bertani.

c¢. Tanah tersebut oleh para penggarapnya, telah dikerjakan turun — temurun
sejak sekitar tahun 1960.

Yang menjadi permasalahan dalam hal ini .

1. Terhadap tanah yang menjadi obyek redistribusi terletak di Desa Kraton
Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sampai saat ini belum ada status
haknya.

2. Para petani penggarap tersebut mengharapkan segera mendapat hak milik atas
tanah yang telah digarapnya sejak lama dan telah di kerjakan terus menerus,

Dalam pelaksanaan pemberian hak milik kepada para calon penerima
redistribusi tanah yang bersangkutan, disarankan agar kepada calon penerima hak
untuk nantinya
1. Mengerjakan tanahnya secara aktif
2. Tidak diperkenankan mengalihkan hak tanahnya kepada pihak lain sebelum di

daftarkan haknya (disertifikatkan).

Kesimpulan dari sidang Panitia Pertimbangan Pengaturan Penguasaan
Tanah (Landreform) Kabupaten Jember tahun anggaran 2000 yang telah
diselenggarakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada tanggal 22
September 2000 yang dilakukan 3 (tiga) kali sidang adalah sebagai berikut :

Para petani penggarap ingin secepatnya memperoleh Hak Milik atas tanah

garapannya serta tanda bukti hak atas tanah berupa sertipikat (lihat lampiran).

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang di pakai sebagi acuan dalam membahas penulisan skripsi
ini adalah :
1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional - Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (3), yang
berbunyi .
* Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
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3. Landasan Operasional .

Undang-Undang Pokok Agraria yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104) tentang Peraturan Dasar Pokok —

Pokok Agraria. Bila kita meneliti ketentuan dalam UUPA tersebut, maka

ditemukan beberapa pasal yang berkenaan dengan pelaksanaan Landreform,

yaitu .

a. Pasal 7 yang menentukan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan
umum maka kepemilikan dan penguasaan tanah vang melampaui batas
tidak di perkenankan .

b. Pasal 10 ayat (1) yang menentukan bahwa setiap orang dan badan hukum
yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya
diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif
dengan mencegah cara-cara pemerasan.

c¢. Pasal 13 ayat (2) yang menentukan bahwa pemerintah mencegah adanya
usaha-usaha dalam lapangan agraria dan organisasi — organisasi,
perseorangan yang bersifat monopoli swasta.

d. Pasal 17 yang menentukan .

I) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas
maksimum dan minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu
hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.

2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini
dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang
singkat.

3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum dalam
ayat (2) pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti rugi, untuk
selanjutnya di bagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut
ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah.

4) Tercapainya batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini yang
akan di tetapkan dengan peraturan perundangan di laksanakan secara

berangsur-angsur.
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4. Peraturan Pelaksana .

1) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, L.N.Tahun 1960 Nomor 174

(T.L.N.2117) tentang penetapan luas tanah pertanian. Undang-Undang ini

pada mulanya di keluarkan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti

undang-undang, akan tetapi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1961 telah disahkan menjadi undang-undang. Bila saya mencermati

ketentuan dalam undang-undang tersebut, maka akan saya temukan

beberapa pasal yang berkenaan dengan permasalahan yang akan di bahas

dalam penulisan ini yaitu :

a.

Pasal 2 ayat 1 yang menentukan bahwa jika jumlah anggota satu
keluarga melebihi 7 orang, maka bagi keluarga itu luas maksimum
sebagai yang ditetapkan dalam pasal 1 untuk setiap anggota yang
selebihnya ditambah denhgan 10%, dengan ketentuan bahwa jumlah
tambahan tersebut tidak boleh lebih dari 50%, sedang jumlah tanah
pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar,
baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering.

Pasal 6 yang menentukan bahwa barang siapa sesudah berlakunya
peraturan ini memperoleh tanah pertanian, hingga tanah pertanian
yang dikuasai olehnya dan anggota-anggota keluarganya berjumlah
lebih dari luas maksimum, wajib berusaha paling lambat 1 tahun
sejak diperolehnya tanah tersebut jumlah tanah pertanian yang
dikuasai itu luasnya tidak melebihi batas maxsimum.

Pasal 8 yang menentukan bahwa pemerintah mengadakan usaha-
usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian
minimum 2 hektar.

Pasal 9 ayatl yang menentukan bahwa pemindahan hak atas tanah
pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan
hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan
tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Larangan termaksud tidak
berlaku kalau si penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya
kurang dari dua hektar dan tanah itu dijual sekaligus.
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2) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, L.N. Tahun 1961 Nomor
280 (T.L.N. 2322) tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian
ganti kerugian, adapun pasal yang berkenaan dengan permasalahan ini
antara lain :

a. Pasal 3 ayat |1 yang menentukan bahwa pemilikan tanah pertanian
yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya,
dalam jangka waktu enam bulan wajib mengalihkan hak atas
tanahnya kepada orang lain di kecamatan letak tanah itu atau pindah
ke kecamatan letak tanah tersebut.

b. Pasal 9 yang menentukan bahwa untuk mendapat pembagian tanah,
para petani yang dimaksudkan dalam pasal 8 harus memenuhi:

1. Syarat-syarat umum:
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal dikecamatan letak
tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.

2. Syarat-syarat khusus:
Bagi petani yang tergolong dalam prioritas ab.e.f dan g, telah
mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3
tahun berturut-turut;
Bagi petani yang tergolong dalam prioritas d, telah mengerjakan
tanahnya 2 musim berturut-turut;
Bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c, telah
bekerja pada bekas pemilik, selama 3 tahun berturut-turut.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, L.N. Nomor 112 tentang
Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961

tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
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2.3 Landasan Teori
2.3.1 Tentang Pemilikan Tanah
Pengertian Pemilikan Tanah

Terdorong oleh hasrat memahami secara tepat dan mengena terhadap inti
persoalan, maka penyusunan skripsi ini bermula dengan pengertian yang
mendasari persoalan ini yakni, arti pemilikan tanah.

Secara etimologi pemilikan tanah terdiri dari dua kata yang berpadu yakni
. “pemilikan™ dan “tanah”.

Pemilikan adalah berasal dari kata “milik” yang mendapat awalan “pe”
dan akhiran “an”.
Milik berarti kepunyaan. (Ali,M : 253)
Jadi pemilikan artinya : Hak untuk mempunyai.

Sedang tanah berarti “permukaan Bumi atau lapisan bumi yang diatas
sekali. (Ali,M : 253)
Pengertian yang sama juga dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria
(disingkat UUPA) pada pasal 4 ayat | bahwa “tanah adalah permukaan bumi™
sedang pengertian bumi menurut pasal 1 ayat 4. selain permukaan bumi, termasuk
pula tubuh bumi serta yang berada di bawah air.(Harsono,B, 1970 : 135)

Dengan demikian secara terminologi dapatlah diartikan pemilikan tanah
vaitu hak untuk mempunyai/memiliki bagian dari permukaan bumi.
Im berarti kemungkinan seseorang atau suatu keluarga untuk memiliki bumi
hanya terbatas pada permukaan buni itu saja, untuk memperoleh hasil dari
permukaan bumi tersebut, dengan tidak melanggar ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Asas-Asas Pemilikan/Penguasaan Tanah Dan Pengusahaan Tanah Pertanian
Mengenai asas-asas pemilikan/penguasaan dan pengusahaan tanah

pertanian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, vaitu :
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a. Asas-asas dan sifat hak milik atas tanah

Berdasarkan hak menguasai, Negara dapat mengatur adanya bermacam-macam

hak atas tanah dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut .

1)

3)

hak-hak atas tanah tersebut dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum dan tiap-tiap
warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai
kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah;

semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dalam artian tanah tersebut
harus digunakan sesuai dengan sifat haknya dengan mengingat adanya
kepentingan umum. Tidak diperkenankan tanah semata-mata dipergunakan
hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan harus diusahakan adanya
keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum.
bahkan untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara
serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat di cabut
dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur
dengan undang-undang;

agar tidak merugikan kepentingan umum, maka penguasaan dan pemilikan

tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

b. Asas-asas dalam penguasaan tanah pertanian.

1)

2)

3)

Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah
pertanian di wajibkan mengerjakan sendiri secara aktif dengan mencegah
cara-cara pemerasan dan memelihara tanah termasuk menambah
kesuburannya serta mencegah kerusakan dengan memperhatikan pihak
ekonomi lemah.

Dimungkinkan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang bukan
pemiliknya, misalnya secara sewa, bagi hasil, gadai, dan lain sebagainya,
akan tetapi segala sesuatu harus diselenggarakan menurut ketentuan
undang-undang dan peraturan lainnya.

Pemakaian tanah atas dasar sewa, perjanjian bagi hasil, gadai, dan
sebagainya tersebut tidak boleh di serahkan pada persetujuan pihak-pihak
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vang  berkepentingan sendiri, melainkan harus mengikuti ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan oleh penguasa dan dicegah adanya cara-

cara pemecrasan.

¢. Asas-asas didalam pengaturan hubungan kerja yang berkaitan dengan
penggarapan atau pengusahaan tanah.
1) Bentuk usaha .
a. Koperasi atau bentuk gotong-royong lainnya ;
b. Negara dapat mengadakan usaha dengan pihak lain di dalam lapangan
agraria
¢. Usaha pemerintah di dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli
harus di selenggarakan dengan undang-undang ;
d. Usaha-usaha yang bersifat monopoli swasta harus dicegah.
2) Sifat usaha .
a. Harus dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain
yang melampaui batas ;
b. Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial di
bidang perburuhan dalam penguasaan tanah ;
c. Perlindungan terhadap golongan ckonomi lemah sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional.
3) Tujuan/Sasaran Kerjasama.
a. Mewujudkan kerjasama berdasarkan kepentingan bersama dalam rangka
kepentingan nasional |
b. Peningkatan produksi dan kemakmuran rakyat ;
¢. Menjamin setiap warga negara Indonesia untuk hidup sesuai dengan
martabat manusia.
4) Pemberian jaminan kepastian hak dalam penguasaan tanah.
5) Terselenggaranya penggunaan tanah secara berencana. (Jaya,l.B,1989: 21 )
232 Landreform Suatu Pandangan Umum
Pengertian dan Ciri-Ciri Landreform
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Sebagai landasan dalam pembahasan tentang pelaksanaan penataan
pemilikan tanah melalui Landreform, kiranya perlu terlebih dahulu perlu diketahui
mengenai pengertian Landreform baik secara harafiah maupun pengertian yang
umum digunakan.

Secara umum Landreform berasal dari kata-kata dalam bahasa Inggris
yang terdiri dari kata “Land” dan “Reform”. Land artinya tanah, sedangkan
Reform artinya perubahan dasar atau perombakan untuk
membentuk/membangun/menata  kembali struktur pertanian. Jadi arti dari
Landreform adalah perombakan struktur pertanian lama menuju struktur pertanian
baru.

Pengertian Landreform di Indonesia dibagi atas dua bagian, yaitu :

a. Landreform dalam arti luas, yang dikenal dengan istilah Agrarian
Reform/Panca Program, terdiri dari :

1) Pembaharuan Hukum Agraria.

2) Penghapusan hak-hak asing dan konsepsi-konsepsi kolonial atas tanah.

3) Mengakhiri penghisapan feudal secara berangsus-angsur.

4) Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-
hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.

5) Perencanaan, persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi. air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya secara
berencana sesuai dengan daya dan kesanggupan serta kemampuannya.

b. Landreform dalam arti sempit, menyangkut perombakan mengenai pemilikan
dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan
dengan penguasaan tanah. Selanjutnya disini ketentuan ini akan digunakan
dalam cara yang lebih terbatas yang mengarah pada program pemerintah
menuju pemerataan kembali pemilikan tanah.

Agrarian Reform merupakan konsep yang lebih menyeluruh karena
meliputi perubahan keadaan-keadaan yang sangat luas dan sangat berpengaruh
terhadap sektor pertanian. Dengan demikian dapat dikatakan merupakan suatu alat
yang penting untuk meningkatkan hasil pertanian yang dihasilkan tanah tersebut
dengan asumsi bahwa tanah merupakan factor produksi vang paling dominan.
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Adapun yang merupakan ciri pokok pelaksanaan Landreform di Indonesia
adalah sebagai berikut :
a. Tidak menghapus hak milik perseorangan atas tanah, bahkan secara kuantitatif
menambah jumlah pemilik-pemilik tanah.
b. Adanya jaminan pembayaran ganti rugi (kompensasi) bagi para bekas pemilik

tanah-tanah pertanian kelebihan dan absentee vang dikuasai oleh pemerintah.

Tujuan Landreform
Mengenai tujuan diadakannya program Landreform dapat diklasifikasikan
menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.
* Tujuan secara umum :
Tujuan Landreform adalah untuk mempertinggi taraf hidup dan penghasilan
petani penggarap, sebagai landasan pembangunan ekonomi menuju
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
* Secara khusus
Dengan berlandaskan pada tujuan secara umum diatas, maka Landreform di
Indonesia diarahkan agar dapat mencapai 3 (tiga) aspek sekaligus, yaitu :
a. Tujuan Sosial Ekonomis :

(1) Memperbaiki keadaan social ekonomi rakyat, dengan memperkuat hak
milik serta memberi isi dan fungsi social pada hak milik.

(2) Memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna
mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

b. Tujuan Sosial Politis

(1) Mengakhiri sistim tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang
luas.

(2) Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan
rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil
yang adil pula.

¢. Tujuan Mental Psikologis :
(1) Meningkatkjan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan

jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah.
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(2) Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dan penggarapnya.
(Jaya,I.B,1989:11)

- Prinsip-Prinsip Landreform
Berdasarkan hak menguasai, negara dapat mengatur adanya bermacam-
macam hak atas tanah dengan berlandaskan pada prinsi-prinsip sebagai berikut :

(1) Hak-hak atas tanah tersebut dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum dan tiap-tiap
warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan
yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah.

(2) Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dalam artian tanah tersebut
harus digunakan sesuai dengan sifat haknya dengan mengingat adanya
kepentingan umum. Tidak diperkenankan tanah semata-mata digunakan
hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan harus diusahakan adanya
keseimbangan antar kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Bahkan
untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta
kepentingan bersama dan rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan
undang-undang.

(3) Agar tidak merugikan kepentingan umum, maka penguasaan dan pemilikan

tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

- Asas-asas dalam penguasaan tanah pertanian.

(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah
pertanian diwajibkan mengerjakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-
cara pemerasan dan memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya
serta mencegah kerusakan dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah.

(2) Dimungkinkan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang bukan
pemiliknya, misalnya secara sewa, bagi hasil, gadai, dan lain sebagainya, akan
tetapi segala sesuatu harus di selenggarakan menurut ketentuan undang-

undang dan peraturan lainnya.
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(3) Pemakaian tanah atas dasar sewa, perjanjian bagi hasil, gadai, dan sebagainya
tersebut tidak boleh diserahkan pada persetujuan pihak-pihak vyang
berkepentingan sendiri, melainkan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang
telah di tetapkan oleh penguasa dan dicegah adanya cara-cara pemerasan (
Jaya.1.B,1989:20)

- Tanah-tanah obyek Landreform

Pemberian hak milik dalam rangka pelaksanaan Landreform, dilaksanakan
melalui 2 (dua) tahap, yaitu.

I. Tahap pertama : pembagian kembali obyek Landreform, yang pelaksanaannya

dilakukan di tingkat Kabupaten / Kotamadya :

2. Tahap kedua : pemberian hak milik atas tanah vang dibagikan, yang

pelaksanaannya dilakukan di tingkat propinsi.
Tanah-tanah obyek Landreform yang akan diredistribusikan kepada para

petani penggarap menurut ketentuan pasal | Peraturan Pemerintah Nomor 224

Tahun 1961, meliputi.

(1) Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagaimana yang dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 :

(2) Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah, karena pemiliknya bertempat
tinggal di luar daerah kecamatan letak tanahnya atau karena pemilikan tanah
absentee menyebabkan.

a. Penguasaan tanah yang tidak ekonomis :
b. Menimbulkan sistem penghisapan ;
¢. Diterlantarkan.

(3) Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang dengan berlakunya ketentuan
UUPA menjadi hapus dan beralih kepada negara

(4) Tanah-tanah lain yang langsung dikuasai oleh negara misalnya bekas tanah
partikulir, tanah-tanah dengan hak guna usaha yang telah berakhir waktunya,
dihentikan atau dibatalkan :

(5) Tanah-tanah lain, tidak termasuk didalamnya tanah wakaf dan tanah untuk
peribadatan.
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Tanah-tanah obyek Landreform sebelum dibagi-bagikan kepada petani
penggarap, terlebih dahulu dinyatakan sebagai tanah-tanah yang dikuasai
langsung oleh negara. (Jaya,l B,1989:23)

- Pelaksanaan Landreform di Indonesia

Pelaksanaan Landreform merupakan kebutuhan dan keharusan yang tidak
dapat dihindari guna mewujudkan keadilan sosial dan demi pemanfaatan sebesar-
besarnya dari tanah untuk kemakmuran bersama. Dengan demikian pelaksanaan
Landreform berarti pula membantu mewujudkan tujuan nasional negara kita yaitu
suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Landreform yang dilaksanakan di Indonesia mencakup aspek yang luas,
bukan hanya membagi-bagikan tanah dan membayar ganti rugi saja, melainkan
mencakup hampir keseluruhan kegiatan vang berhubungan dengan masalah
agraria yang meliputi :

1. Larangan untuk menguasai tanah pertanian vang melampaui batas.

2. Larangan pemilikan tanah secara absenice.

3. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah
yang terkena absentee, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah negara lainya.

4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang
digadaikan.

5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

6. Penetapan batas minimum pemilikan tanah-tanah pertanian disertai larangan
untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan tanah-
tanah pertanian menjadi bagian-bagian terlampau kecil.

7. Usaha-usah lain yang merupakan tindak lanjud dari program-program
Landreform sebelumnya.

Dalam upaya memantapkan pelaksanaan Landreform, kini sudah tiba
saatnya untuk melakukan langkah nyata dengan menerapkan sanksi nyata bagi
pelanggaran yang terjadi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. (Jaya,1. B,1989:4)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

- Aparatur Landreform.

Keberhasilan suatu program sebagian besar ditentukan oleh organisasi
penyelenggaraannya termasuk lenaga-tenaga pelaksananya. Untuk menjamin
pelaksanaan Landreform secara sempurna, di perlukan adanya koordinasi vang
baik antara instansi-instansi dan organisasi masa tani yang ada sangkut pautnya
dengan pelaksanaan Landreform.

Semenjak dicetuskannya program Landreform, pemerintah selaly berusaha
untuk membentuk suaty organisasi penyelenggara yang mantap. Dikatakan bahwa
dalam rangka penyelenggaraan program Landreform di bentuk panitia-panitia
yang disebut Panitia Landreform guna mewujudkan koordinasi dalam bidang
pimpinan, pelaksanaan, dan pengawasan baik ditingkat pusat maupun di tingkat
daerah.

Panitia Landreform di tingkat pusat, Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat
11, terdiri dan 3 kelompok, yaitu
1. Panitia Landreform Paripurna.

2. Badan Pekerja.

3. Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Laandreform.

Sedangkan Panitia Landreform tingkat Kecamatan hanya terdiri dari Badan
Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform.

Panitia-panitia Landreform tersebut adalah merupakan badan koordinasi,
badan kerjasama antara instansi-instansi baik sipil maupun militer dan organisasi-
organisasi masa tani. Dikatakan merupakan badan koordinasi antara instansi,
karena koordinasi dalam pelaksanaan Landreform merupakan suaty keharusan.
Didalam badan koordinasi ity diharapkan, petugas/pejabat-pejabat Agraria yang
memegang  peranan  dalam  melaksanakan tugas sehari-hari. Diharapkan
pctugas/pejabat  Agraria dapat mengkoordinir berbagi usaha dalam rangka
pelaksanaan Landreform.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 263 Tahun 1964 bahwa pelaksanaan
Landreform adalah tugas dan tanggung jawab dari Panitia Landreform, sedangkan
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instansi-instansi pemerintah misalnya Gubernur ~ Kepala Daerah,
Bupati/Walikotamadya Kepala daerah merupakan pelaksana saja.

Sedangkan menurut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980,
penyelenggaraan Landreform merupakan tugas dari menteri dalam negeri untuk
tingkat pusat, sedangkan untuk tingkat daerah merupakan tugas dari Gubernur
Kepala Daerah, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, Camat, dan Kepala Desa.

Secara operasional tugas penyelenggaraan pelaksanaan Landreform untuk
tingkat Propinsi di bebankan kepada Direktorat Agraria Propinsi dan untuk tingkat
Kabupaten di bebankan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten.
(Jaya,l.B,1989:55)

2.3.3 Penetapan Batas Maksimum Penguasaan Dan Pemilikan Sebidang Tanah.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, di
berikan batasan-batasan sehubungan dengan ketentuan-ketentuan bagi para
pemilik tanah kelebihan dari batas maksimum yamng diperkenankan.Mengenai
penetapan batas maksimum penguasaan dan pemilikan sebidang tanah, di
tentukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut -

(1) Jumlah tanah yang tersedia.

(2) Kepadatan penduduk kabupaten.

(3) Jenis dan kesuburan tanah di tiap-tiap kabupaten, seperti tanah sawah atau
tanah kering.

Atas dasar keadaan daerah dan faktor-faktor tersebut kemudian diadakan
pembedaan antara daerah-daerah menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 56 Prp Tahun 1960, dan diatur seperti tabel dibawah ini :

LUAS MAKSIMUM PEMILIKAN TANAH PERTANIAN

Daerah-daerah yang : Sawah (Ha) Tanah Kering (Ha)
1. Tidak Padat 15 20
2. Padat :

a. Kurang Padat 10 12

b. Cukup Padat 7.5 9

¢. Sangat Padat 5 6
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Untuk menentukan apakah suatu daerah tergolong daerah padat atau tidak
padat, maka ditentukan berdasarkan kepadatan penduduknya tiap-tiap kilometer
persegi, seperti yang diatur didalam tabel dibawah ini -

Di daerah-daerah yang
Kepadatan Penduduknya tiap kilometer persegi Digolongkan daerah
1. Sampai 50 Tidak padat
2. 51 sampai 250 Kurang padat
3. 251 sampai 400 Cukup padat
4. 401 ke atas Sangat padat

Jika tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah kering,
maka untuk menghitung luas maksimum tersebut luas sawah dijumlah dengan
luas tanah kering dengan menilai tanah kering sama dengan tanah sawah ditambah
30 % di dacrah-dacrah yang tidak padat dan 20% di daerah-daerah yang padat
dengan ketentuan bahwa tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh
lebih dari 20 hektar.

Penetapan luas tanah maksimum, memakai dasar kekeluargaan, berapa
Jumlah luas tanah yang dikuasai oleh anggota dari satu keluarga itu, itulah yang
akan menentukan maksimum luas tanah yang diperkenankan bagi keluarga
tersebut. Yang dimaksud dengan keluarga disini, adalah terdiri dari suami. istri
dan anak-anak yang masih dalam tanggungan orang tuanya. Jumlah anggota
keluarga atau satu unit keluarga di tetapkan sebanyak 7 orang. Jika satu unit
keluarga melebihi 7 orang, maka setiap anggota selebihnya mendapat tambahan
pemilikan tanah sebanyak 10% dari batas maksimum, dengan ketentuan jumlah
tambahan tersebut tidak boleh lebih dari 50%, sedangkan jumlah tanah pertanian
yang dimiliki seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar.

Tanah-tanah pertanian yang terkena ketentuan lauas maksimum tidak
hanya terbatas pada tanah-tanah hak milik sendiri, tetapi juga meliputi tanah-tanah
milik orang lain yang dikuasai dengan hak gadai, sewa, dan lain-lain. Jika tanah-
tanah tersebut digabungkan, dan temyata jumlahnya melebihi batas yang

ditentukan, maka tetap akan terkena ketentuan pembatasan luas maksimum.
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Terhadap ketentuan larangan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian

yang melampaui batas, ada beberapa tanah yang dikecualikan, yaitu :

(1) Tanah yang dikuasai dengan hak guna usaha.

(2) Tanah yang dikuasai dengan hak-hak sementara, terbatas vang didapatkan dari
pemerintah, misalnya tanah jabatan.

(3) Tanah yang dikuasai oleh badan-badan hukum. (Jaya,l.B,1989:27).

2.3.4 Pengertian Redistribusi dan Absentee

Redistribusi adalah proses pemberian hak milik atas tanah pertanian
kepada para petani yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan
urutan prioritasnya di dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224
Tahun 1961. Maka masalah yang penting dan harus dilaksanakan oleh panitia
Landreform di daerah-daerah, yaitu bagimana cara untuk melaksanakan
penguasaan itu dan bagaimana penyelesaian selanjutnya. Pelaksanaannya harus
disesuatkan dengan daerah masing-masing dan perlu adanya kebijaksanaan
sehingga persoalan dan pekerjaan dapat di selesaikan secara seksama, tegas dan
tertib.

Redistribusi tanah secara umum lebih di kenal sebagai Landreform. Dalam
hal-hal tertentu, istilah landreform dipakai dalam pengertian yang sempit sebagi
perubahan dalam pemilikan dan penguasaan tanah khususnya redistribusi tanah.
Redistribusi tanah pada dasarnya dilatar belakangi oleh keadaan dimana terdapat
sebagian besar tanah pertanian dipunyai oleh beberapa orang saja. Dilain fihak
adanya bagian-bagian tanah yang sangat kecil yang dipunyai oleh sebagian besar
rakyat. Ini terjadi terutama pada negara-negara berkembang vang tekanan
penduduknya pada umumnya tinggi dan kapasitas industri untuk menampung
kelebihan penduduk pedesaan terbatas. Konsentrasi dan fragmentasi sawah adalah
gejala yang tidak dapat dipisahkan dengan akibat-akibat negatif yang dapat kita
lihat. Keadaan ini dapat kita ubah dengan cara meredistribusikan tanah kepunyaan
pemilik sawah yang tidak menggarap sawahnya sendiri kepada petani penggarap.

Russel King menyatakan, redistribusi tanah pada dasarnya merupakan
pengambil alihan sebagian atau seluruh tanah tuan-tuan tanah dan pembagian
kembali kepada petani-petani yang tidak memiliki tanah atau petani yang
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mempunyai tanah yang sangat sempit, biasanya diberikan dalam bentuk ladang-
ladang kecil yang dimiliki secara pribadi tetapi ada kalanya seperti ejido di
Mexico, diberikan dalam bentuk tanah kepunyaan bersama.

Maksud dan tujuan program redistribusi tanah sebaiknya ditentukan terlebih
dahulu dengan memberi penilaian tentang kondisi pertanian secara umum.
Umumnya dalam program tersebut, tanah pribadi yang melebihi luas maksimum
diambil alih oleh pemerintah dengan memberikan ganti rugi kepada pemiliknya.

Jacobi menyatakan, cara yang bagaimana yang dipakai dalam rangka
redistribusi tanah tergantung apakah perubahan tersebut sekedar ingin mengubah
penggarap menjadi pemilik (tanah sebaliknya mengubah pola dari penggunaan
tanah dan struktur perladangan) atau dengan maksud untuk meniadakan
perkebunan-perkebunan luas dan mendukung adanya jenis baru unit-unit
pertanian, misalnya ladang individu, ladang milik bersama atau ladang negara.
(Hutagalung,1985:57)

- Pengertian tanah absentee

Yang dimaksudkan dengan tanah absentee adalah tanah yang terletak

diluar kecamatan daerah tempat tinggal pemiliknya.

Dalam pasal 10 ayat (1) UUPA, disebutkan bahwa -

“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian pada
azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif
dengan mencegah cara-cara pemerasan”

Dari ketentuan ini jelaslah masalah tanah untuk petani ini telah diterapkan
dalamUUPA. Hal ini berkaitan dengan adanya tanah absentee, oleh karena dengan
adanya tanah absentee akan menyebabkan tanah itu tidak dikuasai oleh petani
tetapi mungkin oleh orang lain yang bukan petani.

Terjadinya tanah absentee/guntai dapat disebabkan oleh hal-hal sebagi
berikut.

I. Pemilik tanah pertanian meninggalkan kecamatan tempat letak tanahnya
2. Meninggalnya pemilik yanah pertanian, sedangkan ahli warisnya berdomisili
diluar kecamatan tempat letak tanah tersebut. Sehubungan dengan kematian itu,

para ahli warisnya diwajibkan mengalihkan pemilikan tanah tersebut kepada
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orang lain yang berdomisili di kecamatan letak tamah atau berpindah ke
tempat/kecamatan dimana tanah berada. Untuk ini ada batasan Jangka waktunya
yatu selama 1 tahun setelah pewaris meninggzaal dunia. dan dalam hal-hal
khusus dapat diperpanjang oleh menteri Agraria.

Sebagai mana diuraikan diatas pemilikan tanah secara abdseniee dilarang,
karena dapat menyebabkan pengusahaan tanah yang tidak ekonomis,
menimbulkan sistim penghisapan, dan tanah diterlantarkan.

Pemilikan tanah yang demikian menimbulkan penggarapan tanah tidak
efisien, baik itu mengenai penyelenggaraan, pengawasan, maupun pengangkutan
hasilnya, schingga besar kemungkinannya tanah menjadi terlantar, tanpa adanya
penanganan dan pengurusan yang intensif dan memadai. Juga menimbulkan
sistim penghisapan, misalnya dengan adanya orang-orang yang tinggal di kota
tetapi memiliki tanah di desa-desa, yang digarapkan kepada para petani yang ada
di desa-desa dengan sistim sewa atau bagi hasil. Ini berarti bahwa para petani
yang memeras keringat dan mengeluarkan tenaga hanya mendapat sebagian saja
dari hasil tanah yang dikerjakan, sedangkan pemilik tanah yang tinggal dikota-
kota, yang kebanyakan juga sudah mempunyai mata pencaharian dibidang lain,
dengan tidak perlu mengerjakan tanahnya mendapat bagian dari hasil tanahnya
pula. Berhubung dengan itu perlu pemilik tanah bertempat tinggaal dikecamatan
letak tanah tersebut agar tanah dapat dikerjakan sendiri sesuai dengan prinsip
bahwa tanah adalah untuk tani yang menggarapnya.

Dari ketentuan ini jelaslah masalah tanah untuk petani telah di terapkan
dalam UUPA. Hal ini berkaitan dengan adanya tanah absentee, oleh karena
dengan adanya tanah absentee akan menyebabkan tanah itu tidak dikuasai oleh

petani tetapi mungkin oleh orang lain yang bukan petani. (Jaya,l.B,1989:30)
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IIl. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Penataan Pemilikan Tanah Melalui Redistribusi Tanah
kelebihan Maksimal Di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten
Jember Agar Bisa Berjalan Efektif

Pelaksanaan redistribusi tanah kepada para petani melalui beberapa tahap.

Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pendataan dan pengukuran
Pendataan ini dilakukan oleh petugas seksi Landreform (2 orang/1 orang)
dibantu oleh petugas dari desa yaitu mendata orang-orang yang berhak
mendapatkan tanah. Pendataan ini dituangkan dalam suatu bentuk
Inventarisasi Penguasaan Tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform.
Dalam data ini dapat diketahui.

a. Tanah garapan, meliputi.
(1) status tanah
(2) luas tanah
(3) batas-batasnya
b. Penggarapan, meliputi.
(1) nama
(2) jumlah keluarga yang masih menjadi tanggungannya/umur
a nama istri/umur
b nama anak/umur
(3) tempat tinggal (dusun, desa, kecamatan)
(4) pekerjaan
¢. Pengusahaan tanah garapan, meliputi.
(1) cara pengusahaan (sendiri/pihak lain)
(2) tanaman dominan yang ada
(3) peruntukan dan penggunaan tanah saat ini (pertanian/non
pertanian/lain-lain)
(4) lama penggarapan

(5) dasar penguasaan tanah garapan
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d. Lain-lain :
(1) tanah yang telah dimiliki
(2) terletak di desa
(3) kecamatan
(4) kabupaten
Pengukuran dilakukan oleh Sub Seksi Pengukuran dan Perpetakan
1. Hasil dari petugas pendata kemudian diseleksi terhadap calon-calon penerima

hak milik. Dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961

ditentukan, bahwa tidak semua petani yang digolongkan dalam prioritas

seperti yang disebut dalam pasal 8, akan mendapat pembagian tanah karena
disamping mengingat tersedianya tanah yang akan di bagikan terbatas, mereka
juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu.

a. Syarat umum, berlaku juga semua petani dalam segala golongan prioritas.
Jika salah satu syarat umum tidak di penuhi, meskipun sudah dimasukkan
kedalam salah satu golongan prioritas, ia tidak akan mendapatkan
pembagian tanah.

Adapun syarat umum bagi petani penggarap yang akan menerima
redistribusi tanah pertanian adalah sebagi berikut :

(1) warga negara Indonesia.

(2) bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan.
(3) kuat kerja dalam pertanian.

b. Syarat khusus, berlaku bagi tiap-tiap golongan prioritas, walaupun syarat
umum telah dipenuhi, akan tetapi jika syarat khusus vang berlaku bagi
golongan tidak dipenuhi, maka vyang bersangkutan tidak akan
mendapatkan pembagian tanah. Adapun syarat khusus bagi petani
penggarap yang akan menerima redistribusi adalah sebagai berikut:

(1) bagi para petani dimana telah mengerjakan tanah yang
bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut.
(2) bagi petani yang tergolong dalam prioritas, dimana telah

mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut.
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(3) bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas, dimana  telah

bekerja pada bekas pemilik tanah selam 3 tahun berturut- turut.

2. Hasil dari seleksi dituangkan dalam suatu Berita Acara. Dalam Berita Acara
ini  dibentuk Panitia Pertimbangan Pengaturan Penguasaan Tanah
(Landreform) Kabupaten Jember yang dibentuk berdasarkan surat keputusan
Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jember tanggal 2 Desember 1981, Nomor
592/2866/320.63/1981 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pertimbangan
Landreform Kabupaten Dati II Jember jo Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No 38 Tahun 1981 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal
10 September 1980 No. 55 Tahun 1980 mengenai perincian tugas dan tata
kerja pelaksanaan Landreform. Dalam berita acara tersebut menyatakan
bahwa panitia telah mengadakan sidang guna membahas redistribusi tanah
obyek pengaturan penguasaan tanah/Landreform. Berita acara seleksi
dilampirkan nama-nama dan bidang tanah yang hendak diredistribusikan.

3. Diterbitkan SK Pemberian Hak Atas Tanah (bukan sebagai tanah negara lagi
tetapi sudah sebagai hak milik)

4. Didaftarkan sertifikat hak milik tanah.

Sebagaimana  diketahui bahwa tanah obyek Landreform yang
diredistribusikan tersebut adalah tanah negara maka tidak perlu diadakan ganti
kerugian selayaknya redistribusi tanah kelebihan maksimal. Seluruh proses
redistribusi tanah di tanggung oleh APBD/APBN tergantung darimana proyek
tersebut berasal. Bila termasuk proyek dari pemerintah daerah maka
menggunakan APBD dan bila termasuk proyek dari pemerintah pusat maka
menggunakan APBN.

Proyek pemerintah di kelompokkan menjadi 2 yaitu :

. Proyek yang sifatnya fisik yang di wujudkan dalam suatu bangunan atau
pembangunan

2. Proyek yang sifatnya non-fisik misalnya diadakan penerbitan sertifikat tanah.

Dengan diadakannya pembagian tanah kepada para petani penggarap
berarti pemerintah termasuk mengadakan proyek vang sifatnya non-fisik karena

memang tujuannya untuk menerbitkan sertifikat tanah.
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Redistribusi tanah bisa di bedakan menjadi dua.

1. Swadaya
Swadaya maksudnya adalah petani sendiri yang mengajukan permohonan
untuk mendapatkan pembagian tanah. Walaupun ia tidak perlu membayar dana
Landreform/ganti kerugian, tetapi ia tetap dibebani -
1. biaya pengukuran;

biaya pendataan/inventarisasi;

biaya pengolahan data;

biaya seleksi calon penerima redistribusi:

biaya penyusunan laporan;

biaya pemberian hak;

biaya pengetikan sertifikat;

® NN L A W

biaya administrasi pembuatan sertifikat.

2. Proyek Pemerintah
Proyek yang diadakan pemerintah untuk membagikan tanah dan
pensertifikatan tanah, sehingga para petani tidak sama sekali dikenai biaya
apapun, karena seluruhnya dimasukkan dalam APBI)/APBN.

Upaya yang dilaksanakan untuk dapat menetapkan batas minimum
kepemilikan tanah pertanian antara lain dengan pemindahan penduduk
(transmigrasi), perubahan dari sistim pertanian kesistim produksi (industrialisasi),
program Keluarga Berencana yang di perketat.

Memang dapat dipahami bahwa pelaksanaan penataan pemilikan tanah
melalui Landreform, menyangkut ketentuan batas maksimal dan minimal tanah
pertanian di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember ini sangat sulit
untuk diterapkan secara optimal. Alasannya tidak lain karena rendahnya
kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, disiplin tipis, sementara para aparat
agraria yang mengatasi persoalan ini di berbagai kabupaten, khususnya di
kabupaten Jember juga amat terbatas.

Dengan kondisi yang demikian, agar pelaksanaan Penataan Pemilikan Tanah
melalui Landreform di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dapat

berjalan sesuai dengan yang di harapkan, maka perlu adanya dukungan dari
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masyarakat khususnya dari para wajib lapor dan para petani penggarap, serta

perangkat desa setempat.

Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Junaidi, selaku staf Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember. Pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2003,
diperoleh keterangan sebagai berikut.

Pelaksanaan penataan pemilikan tanah khususnya menyangkut ketentuan
batas maksimal dan minimal tanah pertanian di Desa Kraton Kecamatan Kencong
Kabupaten Jember agar dapat berjalan efektif dilakukan dengan cara antara lain,

. Menerbitkan Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan yang ditujukan kepada Camat Kencong. Dalam surat
pemberitahuan ini Camat se-Kabupaten Jember, khususnya Camat Kencong
dimohon bantuannya agar memerintahkan Kepala Desa/Lurah diwilayahnya
untuk menyampaikan data pemilikan tanah kelebihan dan absentee terbaru.
Dengan menginformasikan juga bahwa ketentuan batas maksimal penguasaan
tanah pertanian untuk Kabupaten Jember adalah 5 (lima) Ha sawah atau sama
dengan 6 (enam) Ha tanah kering (tegalan). Dan penguasaan secara absentee
adalah pemilikan tanah pertanian bertempat tinggal diluar kecamatan letak
tanah yang dikuasai atau dimiliki. Selaian itu dengan mengingat ketentuan
Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 pasal 9 ayat 1. Yang menyatakan
bahwa pemindahan hak atas tanah pertanian kecuali pembagian warisan,
dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau
berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 Ha. Larangan
tersebut tidak berlaku kalau si penjual hanya memiliki tanah yang luasnya
kurang dari 2 Ha dan tanah itu dijual sekaligus. Berdasarkan laporan dari
Kepala Desa Kraton itu kemudian dihimpun oleh Camat Kencong dan
diserahkan kepada Kantor Pertanahan Jember, schingga dapat diketahui
mengenai pemilikan tanah pertanian kelebihan dan tanah absentee terbaru.
Hal ini tentu saja untuk menghindari adanya pemilikan tanah yang melampaui
batas dan terjadinya pemecahan tanah yang dapat mengakibatkan kepemilikan
tanah dibawah batas minimal. Untuk itu Camat khususnya Camat Kencong

dimohon agar memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Prp
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Tahun 1960 pasal 9 ayat 1 dalam melakukan pemindahan hak atas tanah
terutama tanah-tanah pertanian.

2. Selain menerbitkan Surat Pemberitahuan, Kantor Pertanahan melalui staf-
stafnya mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara langsung kepada
masyarakat. Khususnya mengenai masalah tanah Landreform atau mengenai
redistribusi  tanah, penyuluhan dilakukan setelah tanah yang akan
diredistribusikan tersebut ditetapkan sebagai tanah obyek Landreform.
Penyuluhan ini dimaksudkan untuk menerangkan syrat-syarat yang harus
dipenuhi oleh para calon penerima redistribusi tanah. Penyuluhan biasanya
juga dilakukan dengan jalan warga masyarakat datang ke Kantor Pertanahan
dan mengadakan konsultasi dengan salah satu staf Kantor Pertanahan yang
menguasai  bidang yang menjadi problem mereka. Dengan demikian
konsultasi ini bisa lebih mengena, dimana warga masyarakat dapat secara
langsung mengemukakan persoalan atau masalah dengan lebih terbuka.

3. Dengan meningkatkan fungsi pelayanan dari Kantor Pertanahan.

Peningkatan fungsi pelayanan maksudnya adalah aparat pelaksananya
harus memadai dan prosedurnya sederhana dalam rangka memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga masyarakat tidak menjadi malas
untuk mengurus kepentingan tanahnya karena alasan pengurusannya terlalu ruwet,
terlalu lama dan sebagainya.

Kesemuanya itu dilakukan dalam upaya menertibkan diempat sektor yang
disebut Catur Tertib Pertanahan yang meliputi :

1. Tertib Hukum Pertanahan

Yang bertujuan untuk menimbulkan kepastian hukum pertanahan sebagai

pengayoman hak-hak atas tanah dan penggunaannya yang kesemuanya itu

dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang aman dan tenteram dalam

masyarakat yang dapat mendorong kegairahan kerja.

[

Tertib Administrasi Pertanahan.
Dimaksudkan untuk memperlancar setiap urusan yang menyangkut hak-

hak tanah dan sudah tentu akan menjunjung lancarnya pembangunan,
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sebab setiap pembangunan akan memeriukan tanah sebagai sumber daya
ruang atau faktor produksi.
3. Tertib Penggunaan Tanah.

Bahwa tanah harus dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu

untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia seperti

telah ditegaskan secara konstitusional dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Adapun Tertib Penggunaan Tanah ini merupakan sarana untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah secara optimal.

4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup.

Merupakan suatu upaya untuk mencegah kerusakan tanah memelihara

kesuburannya serta menjaga kelestarian sumber daya alam yang

terkandung diatas maupun didalam tanah itu dengan memperhatikan
ekonomi lemah (Jaya,1989:69)

Maksud pemerintah mengatur tentang batas minimum pemilikan tanah
tidak lepas dari kenyataan bahwa di daerah-daerah padat, rata-rata para petani
hanya memiliki 0,64 Ha tanah pertanian (berdasarkan data yang dihimpun oleh
biro Pusat Statistik), sehingga kalau tanah yang dimiliki kecil luasnya dipecah-
pecah lagi maka kehidupan yang telah berada dibawah garis kemiskinan akan
menjadi lebih parah lagi yang dampaknya akan sangat terasa pada ketertiban dan
ketenangan hidup masyarakat.

Akibat diviasi tanah milik yang berkelanjutan di daerah padat, tanah-tanah
pertanian menjadi relatif semakin kecil maka para pemiliknyapun akan
mengusahakan sendiri penggarapannya, dengan demikian para penggarap akan
kehilangan mata pencahariannya sehingga bertambahnya pengangguaranpun tidak
akan dapat dihindarkan lagi, kesulitan hidup akan bertambah berat. Melaksanakan
larangan diviasi tanah didacrah-dacrah padat mungkin akan dirasakan sangat
berat, akan tetapi demi untuk kepentingan perbaikan hidup seluruh penduduk
didaerah padat lebih-lebih kalau berdampak positif pada kesadaran untuk
melakukan perpindahan kedaerah-daerah yang menantikan kepindahannya
(daerah tidak padat) dengan melaksanakan transmigrasi, maka pelaksanaan
larangan itu perlu ditegaskan, dan hasilnya akan mencapai keberhasilan.
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Dengan demikian maka batas minimal pemilikan tanah dapat ditentukan
luasnya, dengan berpedoman pada kemampuan tanah miliknya itu untuk
memproduksi hasil-hasil pertanian yang minimal dapat mencukupi kebutuhan
pangan antara panen ke panen atau maksimal 12 bulan bagi kepentingan hidup
sekeluarga, dimana terdapat hasil lebih karena intensifikasi dapat dilemparkan
kepasaran/konsumen, Batas minimal ini terlarang untuk didiviasikan.

Tentang larangan melakukan monopoli tanah, keburukan-keburukan
perlakuan serta dampaknya yang negatif terhadap masyarakat petani maka untuk
menanggulangi atau mencegah terjadinya monopoli tanah secara terselubung,
hukum demi keadilan semestinya sudah melakukan tindakan-tindakan tegas
dengan mencabut hak kepemilikan tanh yang melampaui batas maksimum
pemilikan seperti vang ditentukan dalam UUPA.

Bagi sebidang tanah yang terdiviasi menjadi bidang-bidang kecil dan
berada dibawah beberapa kepemilikan, termasuk tanah-tanah hasil redistribusi
tanah negara yang rata-rata kurang dari 0,5000 Ha, Demi untuk menyelamatkan
tanah milik-tanah milik yang kecil tersebut Kantor Pertanahan mewajibkan agar
para petani yang kecil itu bergabung dalam satu Koperasi Unit Desa di daerah
letak tanahnya dan wajib meningkatkan hasil produksi tanahnya.

Sebenarnya Landreform Indonesia memberikan wadah yang tegas pada
koperasi, dan ini dapat kita lihat juga pada pasal 12 UUPA yang menyebutkan
bahwa : “Segala usaha bersama dalam lapangan Agraria di dasarkan atas
kepentingan bersama dalam rangka kepentingan Nasional dalam bentuk koperasi

atau bentuk-bentuk gotong- royong lainnya.” ( Parlindungan, 1992:23)

3.2 Penguasaan Pemilikan Tanah Pertanian Yang Dimiliki Keluarga Di
Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember
Untuk Kabupaten Jember tanah-tanah yang termasuk tanah kelebihan
maksimal telah selesai pendataannya dan telah diredistribusikan kepada para
petani yang membutuhkan mulai dari tahun 1962 sampai dengan 1967. Hal ini
dapat dilihat pada Daftar Perincian Data Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan

Tanah/Landreform dan redistribusinya yang dihimpun oleh Kantor Pertanahan
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Kabupaten Jember tahun 1962 sampai dengan 2000. Dalam daftar tersebut kita

dapat mengetahui :

1.

- oa T - R S

Letak tanah

a. Desa - Kraton

b. Kecamatan : Kencong

c¢. Kabupaten : Jember

d. Propinsi  : Jawa timur

Luas tanah  :+ 34,5616 Ha.

Tanggal dan nomor SK penegasan : Tgl 19-11-1998 Nomor 134-VI-1998.
SK penegasan adalah Surat Keputusan yang menetapkan bahwa tanah
tersebut berubah statusnya menjadi tanah negara.

Luas tanah yang telah di redistribusikan : + 22,3656 Ha.

Tanggal dan nomor SK redistribusi : 19-11-1998/134-VI-1998.

Jumlah KK yang menerima redistribusi - 89 (Delapan puluh sembilan)
Jumlah bidang tanah : 106 bidang.

Jumlah yang telah bersertifikat : 21,7080 Ha.

Tanah Obyek Landreform (TOL) yang telah berubah penggunaannya,
maksudnya adalah adakalanya tanah yang semula sebagai tanah pertanian

berubah menjadi tanah perumahan (non pertanian )

. Sisa Tanah Obyek Landreform (TOL)

Bila tanah telah selesai di redistribusikan seluruhnya berarti tidak ada sisa.
Sisa TOL maksudnya adalah pendataan telah selesai dilakukan, hanya saja
belum diredistribusikan. Hal ini bisa dikarenakan SK penegasannya belum
terbit. (Hasil wawancara dengan Bapak Mudjito, selaku staf Pengendalian
Penguasaan Pemilikan Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada
hari Kamis 30 Oktober 2003)

Berdasarkan data yang di peroleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten

Jember, kepemilikan tanah pertanian khususnya oleh keluarga petani di Desa

Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember tidak ada yang melebihi batas

maksimal, bahkan banyak yang kurang atau di bawah batas minimal.

Kepemilikannya adalah antara kurang dari 0,5000 Ha sampai 4 Ha. Hal ini
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dikarenakan Kabupaten Jember Khususnya Desa Kraton Kecamatan Kencong
termasuk daerah yang padat penduduknya, sehingga para petani kesulitan untuk
memperoleh tanah garapan.

Tanah yang termasuk tanah negara obyek Landreform yang akan di bagi-
bagikan kepada para petani di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten
Jember sangatlah terbatas. Sedangkan permintaan dari para petani makin
bertambah. Oleh karena itu, untuk memenuhi permintaan, tanah yang merupakan
obyek Landreform itu di bagi sedemikian rupa diusahakan merata. Agar para
petani memperoleh tanah yang luasnya sama. Akibatnya tanah yang akan dibagi-
bagikan menghasilkan luas kurang 0.5000 Ha vyang berarti di bawah batas
minimal.

Dan hasil pendataan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, bila kita
bandingkan antara luas tanah yang tersedia (tanah yang hendak diredistribusikan)
ternyata kebanyakan menghasilkan luas tanah kurang dari 0,5000 Ha. Dengan
demikian berarti tanah-tanah yang diredistribusikan kepada petani jauh dibawah
batas minimum 2 Ha.Untuk membagikan tanah obyek Landreform yang luasnya
kurang dari 0,5000 Ha itu di perlukan prosedur tersendiri. Karena perlu
mendapatkan ijin dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk kepemilikan tanah yang luasnya lebih dari
0,5000 Ha tidak memerlukan ijin.

Pembagian tanah yang luasnya kurang atau dibawah 05000 Ha ini tentu
saja jauh dari tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah. Dalam pasal 8
Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 ditetapkan bahwa pemerintah
mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah
pertanian minimum 2 Ha. Luas tanah 2 Ha itu bisa berupa sawah, tanah kering
atau sawah dan tanah kering. Ketentuan batas minimum 2 Ha ini juga tersebut
dalam pasal 9 PP No 224 Tahun 1961. Ketentuan 2 Ha kemudian juga
berkembang pada lahan transmigrasi.

Penetapan luas minimum ini bertujuan supaya tiap keluarga petani
khususnya di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember mempunyai

tanah yang cukup luasnya untuk dapat mencapai taraf penghidupan vang layak.
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Namun dengan berbagai faktor yang belum memungkinkan dicapainya batas
minimum itu sekaligus dalam waktu singkat, maka di tetapkan bahwa
pelaksanaannya akan dilakukan secara berangsur-angsur, artinya akan
diselenggarakan taraf demi taraf,

Oleh karena itu, pada tahap permulaan maka penetapan  minimum
bertujuan untuk mencegah dilakukannya pemecahan lahan-lahan lebih lanjut,
karena akan memperjauh usaha untuk mempertinggi taraf hidup petani. Diviasi
atau perpecahan (dalam) hak kepemilikan tanah terutama persawahan-persawahan
yang dimiliki oleh para petani, ditimbulkan oleh macam-macam sebab, misalnya
karena jual-beli, pewarisan dan hibah perkawinan. Kalau tanah yang sedemikian
kecil luasnya dipecah-pecah lagi maka kehidupan yang telah berada dibawah garis
kemiskinan akan menjadi lebih parah lagi yang dampaknya akan sangat terasa
pada ketertiban dan ketenangan hidup bermasyarakat. Karena keadaan diviasi
tanah di bumi Nusantara kita terutama bagian Jawa sulit untuk di tetapkan batas
minimumnya. Penetapan minimum ini tidak berarti, bahwa orang-orang yang
mempunyai tanah kurang dari batas itu akan dipaksa untuk melepaskan tanahnya.

Selain terjadinya diviasi tanah, fragmentasi tanah pertanian atau
terpencarnya tanah-tanah pertanian di negara kita, khususnya didaerah padat
(Jawa) baik dipandang dari segi hukum maupun segi ekonomi dapat dikatakan
sangat menghambat usaha pendayagunaan dan peningkatan produksi tanah-tanah
yang bersangkutan.

Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Junaidi pada hari Kamis tanggal
30 Oktober 2003 di peroleh keterangan sebagai berikut.

Berdasarkan data yang diperoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
menunjukkan bahwa kepemilikan tanah pertanian oleh keluarga tidak ada yang
melampaui batas maksimal dan masih banyak yang di bawah batas minimal
khususnya di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Tetapi
pendataan kepemilikan tanah pertanian di Desa Kraton Kecamatan Kencong
Kabupaten Jember ini masih tetap berlangsung hingga sekarang, sehingga dapat
dipantau terus tentang pelaksanaan dari ketentuan batas maksimal dan minimal

tanah pertanian. Hal ini tidak lai bertujuan agar tidak terjadi pengelakan atas
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ketentuan yang ada. Maksudnya para pemilik tanah yang melebihi batas maksimal

dapat diketahui dan tidak dapat menghindar/mengelak bahwa ia harus

menyerahkan kelebihan kepemilikan tanahnya kepada negara. Sehingga tanahnya
berubah statusnya menjadi tanah negara, yang kemudian akan dibagi-bagikan
kepada para petani yang berhak/membutuhkan.

Dengan pendataan inipula dapat diketahui nama-nama petani di Desa
Kraton Kecamatan Kencong kabupaten Jember yang tidak mempunyai tanah atau
bertanah, nantinya para petani ini dapat mengajukan permohonan untuk
memperoleh pembagian tanah obyek Landreform.

Dengan telah diredistribusikan tanah kelebihan maksimal kepada petani
yang membutuhkan berarti kepemilikan tanah yang melampaui batas sudah tidak
ada di Kabupaten Jember Khususnya di Desa Kraton Kecamatan Kencong. Dalam
rangka melanjutkan program Landreform pemerintah masih tetap melaksanakan
pembagian atau redistribusi tanah vyaitu tanah yang berstatus tanah negara.
Redistribusi adalah proses hak milik atas tanah pertanian kepada para petani yang
memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan urutan prioritasnya didalam
pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961
Meski statusnya tanah negara tetapi sebenarnya tanah tersebut sudah ada yang
menggarap. Para petani penggarap inilah yang menjadi calon penerima
redistribusi tanah obyek Landreform, dengan syarat petanm penggarap tersebut
telah menggarap tanah yang bersangkutan minimal 3 tahun.

3.3 Kendala-Kendala yang dihadapi Pada Saat Pelaksanaan Penataan
Pemilikan Tanah Melalui Landreform Di Desa Kraton Kecamatan
Kencong Kabupaten Jember.

Realitas yang terjadi pada saat ini khususnya paska kemerdekaan Republik
Indonesia. Fenomena kepemilikan tanah yang berlebihan yang bahkan sampai
ratusan hektar marak terjadi, namun menurut pengamatan serta berdasarkan data
yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, kepemilikan tanah
pertanian di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember oleh keluarga
petani yang melebihi batas maksimal sudah tidak ditemukan lagi, bahkan masih
banyak kepemilikan tanah pertanian oleh keluarga petani yang masih di bawah
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batas minimal. Kepemilikannya antara kurang dari 0,5000 Ha sampai 4 Ha. Hal
ini dikarenakan Kabupaten jember termasuk daerah yang sangat padat.

Tanah yang termasuk tanah negara obyek Landreform yang akan dibagi-
bagikan kepada para petani di desa Kraton Kecamatan Kencong kabupaten
Jember sangatlah terbatas, sedang permintaan petani makin bertambah.

Yang menjadi kendala didalam pelaksanaan penataan pemilikan tanah

pertanian di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sehingga
pelaksanaan ketentuan batas maksimal dan minimal tanah pertanian ini sulit untuk
di terapkan secara optimal alasannya tidak lain adalah. karena rendahnya
kesadaran masyarakat itu sendiri, disiplin yang tipis dari masyarakatnya dan
keterbatasan dari petugas agraria yang menangani masalah pengaturan
penguasaan tanah/Landreform diberbagai kabupaten khususnya di Desa Kraton
Kecamatan Kencong Kabupaten Jember,
Dengan kondisi yang demikian, agar pelaksanaan penataan pemilikan tanah
pertanian di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dapat berjalan
sesuai yang diharapkan, maka perlu adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri
khususnya dari para wajib lapor dan para petani penggarap, serta perangkat desa
setempat.

Menurut penegasan yang disampaikan oleh Humas Depdagri, Drs. Faisal
Tamin, didalam menjawab pertanyaan Pers di Jakarta, pada hari jum,at tanggal 31
Juli 1987. (Kompas, 1987, VIII) “ Pelaksanaan Redistribusi tanah pertanian hingga
dewasa ini masih nampak adanya permasalahan-permasalahan seperti pemilikan
tanah yang terpusat pada orang-orang tertentu sehingga pemilikan tanah yang
demikian ada kemungkinan melebihi batas maksimum yang diperbolehkan
bahkan dapat menimbulkan pemilikan tanah pertanian secara absentee. Peraturan
mengenai hal ini memang sulit untuk diterapkan, kendalanya tidak lain adalah
karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat sendiri, disiplin tipis, sementara
para aparat Agraria yang mengatasi persoalan ini di berbagai kabupaten juga amat
terbatas.

Menyadari kondisi seperti ini, agar pelaksanaan Landreform khususnya
menyangkut pelaksanaan penataan pemilikan tanah dapat berjalan sesuai yang
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diharapkan, maka perlu adanya dukungan dari masyarakat khususnya dari para
wajib lapor dan dari para petani penggarap, serta aparat desa setempat”

Perangkat peraturan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang
Pokok Agraria sudah demikian banyak, akan tetapi masih banyak permasalahan
yang timbul, antara lain disebabkan adanya penetapan besarnya ganti kerugian
yang diberikan kepada bekas pemilik tanah yang di Redistribusikan kurang
memadai bila dibandingkan dengan nilai tanah yang semakin hari kian meningkat.
(Jaya,1989:6)

Kendala lain yang timbul didalam pelaksanaan penataan pemilikan tanah
pertanian di Desa Kraton kecamatan Kencong kabupaten jember adalah adanya
pemilikan tanah secara absentee. Yang dimaksudkan dengan tanah absentee
adalah tanah yang terletak diluar kecamatan daerah tempat tinggal pemiliknya.
Dengan adanya tanah absentee akan menyebabkan tanah itu tidak dikuasai oleh
petani tetapi mungkin oleh orang lain yang bukan petani. Sebagaimana telah
diuraikan didepan, bahwa pemilikan tanah secara absentee dilarang, karena dapat
menyebabkan pengusahaan tanah yang tidak ekonomis, menimbulkan sistim
penghisapan, dan tanah akan diterlantarkan. (Jaya,1989:30)

Pemilikan tanah yang demikian menimbulkan penggarapan tanah tidak
efisien, baik itu mengenai penyelenggaraan, pengawasan, maupun pengangkutan
hasil,sehingga besar kemungkinannya tanah menjadi terlantar, tanpa adanya
penanganan dan pengurusan yang intensif dan memadai. Juga dapat menimbuikan
sistim penghisapan, misalnya dengan adanya orang-orang yang tinggal dikota
tetapt memiliki tanah di desa-desa, yang digarapkan kepada para petani yang ada
di desa-desa dengan sistim sewa dan bagi hasil. Ini berarti bahwa para petani yang
memeras keringat dan mengeluarkan tenaga hanya mendapat sebagian saja dari
hasil tanah yang dikerjakan, sedang pemilik tanah yang tinggal dikota-kota, yang
kebanyakan juga sudah mempunyai mata pencaharian dibidang lain, dengan tidak
perlu mengerjakan tanahnya mendapat bagian dari hasil tanahnya pula.
Berhubung dengan itu, perlu pemilik tanah bertempat tinggal di kecamatan letak
tanh tersebut, agar tanah dapat dikerjakan sendiri sesuai dengan prinsip bahwa

tanah adalah untuk tani yang menggarapnya.
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Dari ketentuan ini jelaslah masalah tanah untuk petani telah diterapkan
dalam UUPA. Hal ini berkaitan dengan adanya tanah absentee,oleh karena dengan
adanya tanah absentee akan menyebabkan tanah itu tidak akan dikuasai oleh
petani tetapi mungkin oleh orang lain yang bukan petani.

Jadi demi keberhasilan pelaksanaan program pelaksanaan penataan
pemilikan tanah pertanian di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten
Jember, perlu adanya penanganan yang efektif yang merupakan kepentingan dasar
bagi peningkatan produktifitas dalam rangka perbaikan di bidang pertanian.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulam

Berdasarkan atas uraian yang telah dipaparkan dan dibahas pada bab-bab

terdahulu, dengan tidak mengurangi ruang lingkup pembahasan, maka dapat

ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah adalah

sebagi berikut.

L

L

pelaksanaan penataan pemilikan tanah malalui redistribusi tanah kelebihan di
Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, sudah berjalan sesuai
dengan yang diharapkan atau sudah berjalan efektif, hal ini tidak lain karena
adanya dukungan dari masyarkat khususnya dan para wajib lapor dan para
petani penggarap serta perangkat desa setempat ;

penguasaan pemilikan tanah pertanian vang dimiliki keluarga di Desa Kraton
Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sudah tidak ada yang melampaui
batas maksimal, karena sejak tahun 1962 sampai tahun 1967 telah
dilaksanakan pendataan dan tanah-tanah kelebihan telah selesai
diredistribusikan;

kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan penataan pemilikan
tanah pertanian melalui Landreform di Desa Kraton Kecamatan Kencong
Kabupaten Jember alasannya tidak lain karena rendahnya kesadaran hukum
masyarakat sendiri, disiplin tipis, sementara para aparat agraria yang bertugas
mengatasi persoalan ini diberbagai kabupaten juga amat terbatas. Selain itu

juga adanya penguasaan tanah secara absentee.

4.2 Saran — Saran :

L.

Alangkah lebih baik jika Kantor Pertanahan melalui staf atau petugasnya
meninjau langsung kelapangan mengenai pelaksanaan penataan pemilikan
tanah dalam waktu-waktu tertentu. Dengan demikian tidak ada kesempatan
bagi para oknum untuk memanipulasi data ;

Perlu ditinjau kembali mengenai Undang-Undang vyang diberlakukan untuk

menetapkan batas maksimal dan minimal pemilikan tanah pertanian. Undang-

43
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Undang yang berlaku sekarang dirasakan sudah tidak berjalan secara efektif,
hal ini dapat dilihat pada penetapan batas minimum yang seharusnya 2 Ha.
Tetapi kenyataan dilapangan batas ini belum dapat terpenuhi. Faktor
pertambahan penduduk yang semakin meningkat, sedangkan luas tanah yang
tersedia semakin menyempit, menunjang tidak dapat terpenuhinya batas

minimal pemilikan tanah tersebut.
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Bersama--gama merupakan Panitia Pertiﬁbangan Manuaturan Pengua-
saan Tanah (Landreform) Kabupaten Jember yang dibentuk Lerdasarkan
Surat Kepulusan 3upali «Kepala Daevah Tingkat II Jemker tanggal 2
Desember 1981, Nomor 592/2566/320.63/1981 tentanyg Susurdn Keanggotaan
Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Dati II Jember jo SBurat
Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 jo Keputusan Presi-
den Republlk Indonesia tanggal 10 September 1980 Nomor 55 Tahun 1980

mendgenai perincian tuyaas dan tata kerja pelaksanaan Landreform, bahwa

penitia telah mengadakan sldang membahas :"KEDISTRIBUSI TANAH KEGARA
CBYEK PENGATURAN PENGUASAAN TARAH/LANDREFORM DI DESA KRATON KECAMATAN
KENCONG" dengan pertelaan sebagal berikut

1

1. DATK (i b

Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 134-VvI-19938
Tyl. 19-11-1998 Tentang Penegyasan Tanah Hegara
Obyek Pengaturan Fanguasaan Tanah/Landreform

Luas t + 34,0616 Ha'

D1 Desa : Curahkalong, Kraton

Kecamatan : Bangsalsaril, Kencony i
Kabupaten : Jember

Propinsi : dawa Timur

Surat- Kepala KanlLor w1la§33 Badan Paertanahan
Haslonal Propinsi Jawa Timur Tanyyal 23-06-1999
Nomor 410.35-7924 Perihal Ijin moredlstribuel -
kan tanah obyek landreform vyanyg menghasilkan
luas kurang 0,5000 Ha di Desa Curahkalong Keca-
matan Bangsalsari dan Desa Kraton Kecamatan
Kenconyg Kabupaten Jember. , :
Surat Kepaia Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Proplnsi Jawa Timur ‘tanggal 11 Mel.
2000 Nomor 410.35-5478 mengenal Penetapan
Lokasl dan Daftar HNama Peluyas Xoglatan Redis-
tribusi Tanah Obyek Landreform.

Tanah dan para peiggarapnya yang menijadi obyelk
redistribusi

a. Tanahnya.

Status ¢ Tanah Negara obyek pengaturan
Penguasaan tanah (landreform)
bekas tanah negara GG.

Liuas td 22,3656 Ha (113 Lidany)

- 'angygunaan tanah : FPerlanian sawah

Tanaman yaug deminan : Padl duan palawiila

b. Petani Penggarap lLaunah vyang bzrsangkutan.
- Jumlah penggarap : 105 Paetani penggarap.

- Tempal tinggal : Dega Kratgn
. Kec. Kencong.
~ Mata Pencaharian : bertani

¢, Keterangan laiunya
Tanah tersebut oleh para panagarapnya, teleh

dikerjakan turun temurun sejak sekitar tahun
1960,
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II. PERMASALAHAN : 1. Para petanli penggarap S8dr. SAMI dkk (103 KK)
terhadap tanah yang birsangltutan terletak di
Desa Kraton Kecamatan Kencong sampal saat ini
belum ada status haknya.

2. Para petani penggarap tersebut meﬁgharapkan se~
gera mendapatkan hak milik atas atas tanah vang
telah digarapnya sejak lama dan telah dikerja-

: kan terus-menerus. o

ITII. PEMBAIASAN : 1. Riwayat Tanah.

Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah negara
bebas (tanah negara GG) yang telah dlkerjakarn
©leh para petani penggarap vang bersangkutawm
sejak sekitar tahun 1960.

Melalul Provek Identifikasi Pangaturan Penguit

1 gaan Tanah Negara (IPPTK) tahun anggaran. 19957

E 1996, tanah negara tersebut diusulkan untuk di-

; tegaskan sebagal tanah nagare obyelk peangatur a

i . penguasaan tanah/landrefopm,

i Berdasarkan Surat Keputusan Menterti Negara

Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Jo-

mor 134-VI~1998 Tgl, 19-11-1933, tanah tersei 1t

ditegaskan sebagai tanah negara obyek pengat: -
an penguasaan tanah/landreform untuk diberd an

hak milik kepada para pencgarapnya mel: i

{ redistribusi tanah.

\ 2. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Brcan

- Pertananan Nasional Propinsi Jawa Timur Tar . gal
11 Mei 2000 Nomor 410.35-5478 tanah ters: Hut
ditetapkan sebagai lokagi pelaksanaan R« is-
tribusi Tanah Obyek Landreform (Proyek ' BN)
Talun Anggaran 2000 dengan target 100 ki lang
dan hingga saat ini sedang dilaksanakan ! nda-
taan calon penerima Hak Milik Redist: usi
serta pengukuran bidang per bidang/rineciks,

3. Macam tanah Yang nenjadi obyok pengaturiy pe-
liguasaan tanah/landreform tersebut, mes: pakan
tanah tabelan untuk pertanian tanaman sew .sim.

4. Para petani Fenggarap sgangat nengharapk:.r Bége—

el

ra mendapatkan status hak milik atas Llahsfi yang

digarapnya.,
IV. SARAN : Dalam pelaksanaan pembbardian hak mililk ke :?a para’
calon penerima Yedistribusi tanal yang be: *angkut-

an, disarankan agar kabada c¢alon penerim lLak un-

tuk nantinya

1. Mengerjakan tanahnya secara aktif.

2. Tidak diperkenankan mengalihkan hLak :anahnya
kepada pihak lain sebelum didaftar - haknya
(disertipikatkan}. 3
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V. KESIMDPULAR '
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Para petani penayarap inglan STecepaltuya wsimparol
tanah

darapantya sets Landa buktd bak atas tand
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Lampiran II

BADAN PERTANAHAN _NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
JI. K.H. Siddig No. 55 Jember Telp. Nomor 21141

benimbang :

Mengingal

Menelapkan:

Pertamn

. SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAIIAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 03-420.335.34-2000

TENTANG

PEMBERTAN 11AK MILIK DALAM RANGKA REbISTRlBUST
TANAIL OBYEK PENGATURAN PENGUASAAN TANAI

KEPALA_KANTOR_PERTANAUAN_KABUPATEN JEMBER - ,

a. Nahwa pelani sejumlah 89 (delapan puluh sembilan ) orang menggarap
106 bidang Lanah sawah seluas 21,7030 Ha sebagaimana disebutkan dalam
Fampican surat Kepulusan ini, wemenuhi syaral untuk diberikan pemba-
gian tanal dengan llak Milik sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. : 3

bo Dahwa tanah vang akan diredistribusikan tersebut adalah tanah negara
yung dikuasai langsung oleh Negara berasal dari tanah negara GG yang
telah ditegaskan menjadi obyek Redistribusi. Pengaturan Penguasaan *
Tanali berdasarkan Surat Kepulusan Menteri ™ epare. Agraria / Kepala
Badan Pertanahan Nasional No.134-VI-1998 Tanggal 19-11-1998 terletak
di Desa Kralon Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

¢. Bahwa pelaksanaan Redistribusi dimaksud dibiayai dengan menggunakan’
dana APBN (Proyek) tahun anggaran 2000. . ;

e

1. Undang-Uindang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokuk-Pokok Agraria,

2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Perta-
nian. : i .

J. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pemba -
pian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tam -
bahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 19G1.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Fendaflaran Tanah.
6. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Penyvelenggaraan Landreform. : !

7. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun [988 Tentang Badan Perlanahan Na -
sional. ‘

8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepnla Badan Pertanahan Nasional No-
mor 3 Tahun 1999 Tenvang Pel impahan Kewenangan Pemberian dan Pemba-
talan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara,

9. Surat Keputusan Menleri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Na-
sional No.134-VI-1998 Tanggal 19-11-1998.

MEMUTUSKAN

Memberikan Hak Milik kepada Sdr. MISENT dkk. ( 89 arang ) masirg-masing
alas Lanah sawval yvang berasal dari tanah negara obyek pengaturan pengua-

ssaan tanah bekas lanah negara GG seluas 21,7080 Ha lerdiri 106 bidang,

yaong letak, luas, nomor kode/bidang tanah serta Latas-batasnya sesuai
dengan Peta- Bidang Tanah dinyatakan di belakang nama yang bersangkutan
dalam kolom 2 s/d 14, pada lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua. von o o
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Agenda

i 3

Tanggal | Oktober 1999 Nomor 33-VIII-1999
Tentang Pembalalan llak Guna Usaha Atas Tanah
Perkebunan Ajung Gayasan - Jenggawah Llercatatl
atos nama DT Perkebunan XXVIl Terletak di
Kabupalten Jember Propiqsi Jawa Timur,
Kesimpulan sidang : :

l. Inventarisasi terhadap para pelani calon
penerima llak Milik Redistribusi serta pe-
ngukuruan rincikan Lelah selesal
nakan. )

dilaksa-

2. Biaya Proses penerbitan Suralt Keputusan
Pemberian Hak Milik serta pendallarannya
dibebankan kepada calon penefimu llak Milik
mengacu pada pasal 3 Surat Keputusan
Bupati Kepala Daerah tingkat 11 Jember
tangegal 20-10-1998 Nowor 90 Tahun 1998 dan
renjelasan pasal 16 DPeraturan Pemerintah
No. 224 Tahun 196).

BSerrarn

L. Perlu diupayakan hiayn yaug dapat i jang-
kKau olzh para ecnlon penerima lak Milidk
Yang berkaitan dengan proscs penerbitan
Surat Keputusan pemberian hank atas Lanah
dan biaya penecrbitan SQLLﬁpikntnyu.

2, Perlu dilakukan musyawarah dengan para
calon penerima hak berkaitan dengan biaya
proses penerbilan Sural Keputusan Pember-
ian Hlak Milik serta bLiaya penerbltan
sertipikatnya alau sesuai dengan ketentuan
vang berlaku )

Pembahasan permasalaban LUindak lanjut penan-
ganan/redistribusi sisa tanah negara obyek
landreflerm di Kelurahan Tegalbesar Kecamalan
Kaliwales/Desa Ajung Kecamalan Ajung.
Kesimpulan sidang : '

Lo Gbivell s grelitas | & L8 Silin . L dedial ribuallinyva
masih menunggu pelaksanaan pulusan Mahka-=
mab Agung olebh Pengadilan Negeri Jember,

2. Obyek seluas + 7500 M2 di Kelurahan Tegal-
besar dapal sepera dilaksanakan redistrib-
usinya. .

3. Obyek seluas 2 6 Ha, di Kelurahan Tegalle-
snr dapat. sepera dilaksanakan redistribu-
ginyva.

Saran

Supayn permnsu]nhuu,sisn Tanah Negara Obyek &

Landreform dapat ditunlaskan, kepada

pihak
SPW MULYANI dkk disarankan

Lo BeRETEL s
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/ l. Segera mengajukan permohonan pelaksanaan
/ pulusan Mahkamah agung oleh Pengadilan
f." Negeri Jember/Eksekusi agar putusan Lerse-
bul mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Demikian laporan hasil sidang Panitia Pertimbangan
Pengaluyran Penguasseen Tanah (Landrelform) Tahun Anggaran
2000 untuk nlu.andlKun perlksa,
KEPALA KANTOR PERTANAIIAN
K UPATEN JEMBIEDR
¢
s Lis, Y < S
a1
A S e
TEMBUSAN @ Disampalkan kepada . -}Hl’. 010 UYrs—=824
1 LVYH:. Kepala Kantor Wilayah Dadan Perstanahan Gl
j Nasional Propinsi Jawn Timur
q : : Y
3 B _di Surabaya (sebagaij laporan) ol
N
b
3
B
1
¥
i
i
u /3
Lt
G 4 .

-
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Lampiran 11

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAI! PROPINSI JAWA TIMUR
JL. GAYUNG KEBONSARI NO. G0
SURABAYA

e

Surabaye, ge i, - 1490
Nomot P AN AR U ag Kepada
Sifat : Smgera Cih. Sdr. Kepala Kantor Parltanahan
Lampiran : 1 (satu) daflar Labupalen Jember
Parihal : 1jin meredistribuzikan  Tanah (i g
obyek Landralorm yang meng - JEMBER
hasilkan . luas kurang L R e i L on
0,5000 |la di Desa Curahkalong,
tec,Bangsalsari dan Desa Kraton
Ke¢, Kepcong, Kab, Jember.

Menunjuk surat Saudara tanggal 20 Aprid 1999 No, 420.35.34-
1408, parihal ijin dispensasi redistribusi tanah yang menghasilkan
pemilikan  tanah  kurang dari 0,5000 Ha di Desa Curahkalong,
tec DBangsalszari  dan Desa Kraton, Kec. Kencong, Kabupalan Jember
dibaritahukan bahwa dari yang diusulkan sebanyek 208 (dua ratus
dalapan) penggarap, lerdiri dari 216 (dua ratus enan belas) bidahg
dengan luas 245,616 M2 setelah diteliti terdapat 178 (seralus
tujun pulub delapan) penggarap terdiri dari 193 (seralus sembilan -~
puluh tiga) biding, dengan Tuas 281.847 M2 alas namea  ALI MUSTOFA,
dkle, (daftar terlampir) yang diijinkan untuk diredistribusi dengan
Tuns  kurang dari 0,5000 Ha, hal tersebut disebabkan karena adarye
nama-nama  ganda  dan pemilikan  tanah  yang uasnya  lebih dari
0,5000 [la sehingga tidak memerlukan ijin (dafltar terlampir).

Selanjutnya dengan penjelasan sebagai berikul

a. Tanah yang akan diredistribusikan tersebut merupakan tanah
chyelk Pengaluran Penguasaan Tanah/Landreform berdasarkan Sural
Keputusan Menteri Negara Agrarina/. Kepala Dadan Par Lanahan
Nasional Nomor 134-1V-1998 tanggal 19-11-1998,

b. Pada lokasi obyek Pengaturan Ponguasnan Tanah/Landreform  yang
bersangkutan lelah lertata penguasaan dan penggunaan tanah yang
saimbang.

c. Petani calon penarima  redistribusi lanah bhenar-benar pslani
penggarap tanah yang  bersangkutan  dan memenuh i persyratan
PP No. 224 Tahun 1981, serta dengan adanya redistribusi Llanah
ini  akan menghazilkan pemilikan lanah vang Tuasnya kurang
dari 0,5000 Ha.

Apabila ternyata pelaksanaan redistribusi tanah tidak
memenuhi syarat tersebul diatus maka ijin redislribusi tanah inid
menjacli batal.,

Demilkian untuk menjadi makTlum,
KEPALA KANTOR WILAYAH
RADAN PERTANMANAN NASTOMAL
PRORINST JAWA TIMUR

e
TEMRUSAN  :Disampailkan kepada 1. Ql} NAR, Sl

B

Yth.1.Bapak Menteri Negara Agraria/ ' NIP 010047062
tepala Dadan Pertanahan Nasional s Ul

di Jakarta ; R

2.0apak Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan

dan Penatagunaan Tanah

di Jakarta.
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' Lampiran IV

{;¢ . i

K. BADAN PERTANAIIAN NASIONAL

1 / KANTOR PERTANAIIAN KABUPATEN JEMBER

1 Jln, K. Siddiq 55 Jember Telp. (0331) 484644

Jemhe?. 94‘Oktubgr 2000

-1 Nomor : 410.353.4-%5700 YTH. DBUPATI KDH TK. 11 JEMBER
~8ifat ! Blasa . Selaku Ketua.Panitia Per
- Lampiran : 1 (satu) berkas.

Limbangan‘Lundreform Ka-

Perihal . Laporan llasil Sldang bupaten Dati 11 Jember.
di

1 . Panitia Pertimbangan
Pengaturan Penguasaan
: ) Tanah {Landrelorm) Ka-
3 bupaten Jember Tahun
! Anggaran 2000,
i
|
|

A EMBER

Dilaporkan dengan lhormat Hasil Sidang Panitian
Pertimbangan Pengaturan Penguasaan Tanal (Lnndreform)
Kabupaten Jember Taliun Anggaian 2000 yang Ltelah diseleng-
garakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada ta

agpgal
22 September 2000 Yang dilakukan 3 (tiga) kali sidang
{ o dengan menyelesaikan 3 (tiga) agenda sidang yang felah
dibahas, sebagai berikut
' " Apenda I : PembnhasunAredlstribust»jnnnh negara obyek
:‘ -

_ Pengaturan Penguasaan Tanah (Landreform) di
: pesn Kraton Kecdmntan Kencong yang akan
- diberikan Hak Milik Redistribusi kepada para

pelani penggarap melalui proyek APBN Tahun
angparan 2000.
Kesimpulan sidang

l. Para petani pengparap inpin secepaltnya

serta tanda bLukti hnk atay tanah berupa
sertipikat,

Saran

, ' Dalam pelaksanoan pemberlian hak milik
’k. 2 kepada pard calon penerima redistribusgi

tanah yang Lersangkulan, disarankan kepada

calon penerima hak untuk nantinya

1. Mengerjakan tanahnya secara aktif.
1 1 2, Tidak diperkenankan mengalihkan hak
y atas tanahnya kepada pihdk lain sebelum
£ didaftarkan haknya (disertipikatknn).

Agenda 11 : Pembahasan permasalahan redistribusi Lanah
Lekas HGU PTPN X (bahulu pTp XXVI1) Kebun
AJung Gayasan yang telah ditegaskan sebagal
tanah, obyek Pengaturan Pengunsnun Tanah
berdasarkan Surat Keputusan Menterl Negara
Agraria/Kepala Badan' Pertanahan’ Nasional
teargaly oo

' 1 memperoleh llak Millk atas tanah garapanuya
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Lampiran V
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